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ABSTRAK

Hubungan antara pengusaha dan pekerja’burub dapat berbentuk perjanjian
kerja, perjanjian kerja bersama. atau peraturan perusahaan. Pada kenyataannya, sering
terjadi perselisihan hubungan pada hubungan tersebut vang disebut perselisiban
hubungan industrial, baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja’serikat buruh
dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial teclebih dahulu
harus dilakukan musyawarah olch pihak yang bersengketa (bipartit). Apabila tidak
tercapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisiban hubungan industrial melalui
jalur nonlitigasi (mediasi, konsiliasi, dan arbitrase) dan melalui jalur tigasi yakni
Pengadilan Hubungan Industrial pada Peradilan Negeri. Pada lembaga peradilan itu
berlaku Hukum Acara Perdata vang berlaku pada Peradilan Umum kecuwali diatur
khusus dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Persefisihan
Mubungan Industrial. Oleh karens itu, penulis meneliti proses penyclesaian
perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Padang. Dalam penelitian ini: bagaimana peoses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial; bagaimana bentuk, kedudukan, dan pelaksanaan putusannya;
apakah kendala yang ditemui dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan
industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan MNegeri Padang.
Penelitian tulisan ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis. Data primer
diperoleh dari hakim karir, hakim ad hoe, sub kepaniteraan, pengpugat dan tergugat,
di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Megeri Padang. Data sekunder
diperolel dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah,
dan tulisan vang berhubungan dengan Hubungan Industrial. Berdasarkan penelitian
diperoleh hasil balwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berawal
dari pengajuan gugatan; pemeriksaan gugatan di persidangan; jawaban, bantahan, dan
eksepsi: replik dan duplik; pembuktian; kesimpulan; putusan hakim. Serta, upaya
kasasi dan peninjauan kembali. Kedudukan putusan sama dengan putusan pads
peradilan perdata, namun tidak ada upaya banding. Kendala yang dihadapi adalah
pekerja’buruh pada umumnya tidak mengetahui secara jelas hak-hak wang harus
diterima dan tindakan yang dapat merugikannya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu bidang usaha mencrapkan berbagal peraturan agar terciptanya suatu
kedamaian dan ketertiban, Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh organ vang ada
pada bidang usaha itw, vakni; tenaga Kera dan mitra usahanya. Oleh karena itu.
diharapkan hubungan vanpg saling membutuhkan antara pengusaha dan lenaga
kea dapat berjalan seimbang. Pengusaha membutuhkan tenaga kerja untuk
melaksanakan usahanva. di sisi lain tepaga kerja membutuhkan pendapatan untuk
membiaval kebutuhan hidupnya

Hubungan ini herjalan dengan tentram apabila antara pengusaha dan
tenagas kera terdapat rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan, sehingga sctiap
masalah  vang timbul dapat  diselesaikan  secepatnya dengan musyawarah,
Meskipun tidak dapat dipungkiri, perselisihan antara pengusaha dan pekerja tetap
ada. Hubungan antara pengusaha dan pekerja‘buruh inilah yang melahirkan suatu
hubungan industrial.

Hubungan industrial (industrial refation) mempakan bubungan  yang
terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan/atau jasa yang terdin dan
unsur pengusaha, pekerjabunuh, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan
UUD 1945 (Pasal 1 angka (16} Undang-Undang No. 13 Tahun 2003), Suatu

hubungan industrial mengalami perselisihan apabila terjadi pertentangan dan

L Lalu Husni, Pemveleseiun Perselisihon Hubungan Tedusieiad melalui Penpoudilan dar DV Luar
Pengadilan, Rafa Grafindo Persada, Jakarte, 2003, hal. 17



ketiduksepakatan mengenal hal-hal vang berhubungan denpan pekerjaan vang
diperjanjikan antara pengusaha dan tepaga kega, Menurul pasal 1 oayat (1)
Undang-Lindang Mo, 2 Tabun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Perselisiban Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan perfentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan
pekerjaburub atau serikat pekera‘buruh karena adanya perselisihan mengena
hak, perselisihan kepentingan, persclisihan pemutusan hubungan kerja dan
perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
Menurut (5. Karasapoetra, latar  belakang  timbulnyva  perselisibhan

hubungan kerja adalah berpokok pangkal pada:’

1. Ketidakpuasan bhurh dalam hal pengupahan,

2. Ketidakpuasan buruh dalam hal jaminan sosial.

Ketidakpuasan buruh dalam hal penugasan kerja.

Lad

4. Masalah daya kerja dan kemampuan buruh,
5, Ketidakpuasan buruh karena masalah pribadi.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu harus
dilakukan secara musyawardh oleh pihak yang bersengketa. vakni pengusaha dan
pekerjanva. serikat pengusaha dengan serikat pekerja. Apabila tidak didapatkan
kata sepakat, maka penyelesaian perselisthan hubungan industrial melalul jalur
nonlitigasijalur di luar pengadilan (misaloya: mediasi dan konsiliasi) dan metalui

jalur litipasi/pengadiian.

(G, Karnsapoetrn, dkk, Mt Perfuration di imidonesia Berfandaskan Padcazila, Jakaria, Sinar
Gieafika, 1994, hal, 245
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PENUTLUP

A, KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sehapas

herikut:

L.

I-2

Proses  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Indusirial 47 Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang

Dari segl waktu, ULl PPHI dapat memberikan jamimnan bahwa
penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial  dapat  diselesaikan pada
tingkat bipartit 30 hari, pada tingkat Konsiliator, atau Arbitrase. atau
Mediasi harus dapat diselesaikan paling lama 30 hart kea, pada tinghkat
perfama  dan/atan terakhir di Pengadilan  Hubungan  Industnial - pada
Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 50 hari kerja, dan pada tingkat kasasi
di Mahkamah Agung selambat-lambatnya 3 bari kerja.

Mamun, pada peradilan perdata di Pengadilan Negeri tingkat pertama
disclespikan dalam jangka wakto vang panjang. Jangka wakiu tersebut

helum termasuk dengan upaya hukum biasa dan luar biasa.

Bentuk, kedudukan, dan  pelaksansan  putusan  Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negen Padang

).



Bentuk putusan

Sama halnya dengan putusan yang ada pada Pengadilan Neger,

putusan Pengadilan Hubungan Industnal pada Pengadilan Megen Padang

juga harus memusat:

a) Kepala putusan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA ™

by Wama, jabatan. kewarganeparzan, lempat kediaman,  atau tempat
kedudukan para pihak yang berselisth;

¢) Rinpgkasan pemohon/pengzupal dan jawaban termohon/tergugat vang
Jelas:

d) Pertimbangan terhadap setiap bukt dan data vang diajukan. hal yang
terjadi dalalm persidangan sclama sengketa itu diperiksa:

e} Aturan hukum vang menjadi dasar putusan;

1 Amar putusan tentang sengketa;

g} Hari. tangeal putusan, nama  bakim. hakim  Ad Hoc  vang
memutuskan, pama pamiera, serta keterangan tentang hadirfadaknya
para pihak.

Kedudukan Putusan

Putusan memiliki kekoatan hukum apabila tidak ada upaya hukum

luar biasa vang dipilih olch salah sate pihak, artinya para pihak menerima

putusan yang disampaikan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Megeri Padang. Putusan Pengadilan Hubungan Indusirial

pada Pengadilan Negeri Padang hanya dapal menempub upaya hukum luar

hiasa yvang berupa kasasi dan peninjauan kembali,
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